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ABSTRAK 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

K3 Pulau, bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik, faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Balai 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. Metode penelitian yang 

digunakan antara lain yaitu dengan menentukan sampel responden sebanyak 30 

orang. Dengan instrumen pengumpulan data menggunakan kuensioner dan untuk 

melengkapi data juga menggunakan selain analisis kuantitatif prosentase baris dari 

data hasil kuensioner, juga menggunakan analisis kualitatif untuk data dari hasil 

wawancara. 

Hasil penelitian yang dicapi terkait tingkt kepuasan mastarakat terhadap 

masingmasing variabel kesederhanaan pelayanan masyarakat merasa puas dan 

sangat puas mencapai 83,33%, selanjut nya untuk variabel kejelasan informasi 

masyarakat merasa puas dan sangat puas 88,33%, kemudian variabel kepastian 

waktu masyarakat merasa puas dengan sangat puas mencapai 86,67%, selanjutnya 

untuk variabel akurasi produk masyarakat merasa puas dan sangat puas mencapai 

83,33%, variabel kelengkapan sarana dan prasaran masyarakat merasa puas dan 

sangat puas mencapai 86,67%, variabel keamanan masyarakat merasa puas 

dangan dangat puas mencapai 83,33%, variabel kenyamanan masyarakat merasa 

puas dan sangat puas mencapai 90,00%,dan variabel kemudahan akses masyarakat 

merasa puas dan sangat puas mencapai 90,00%. Sementara itu faktor pendukung 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikantara lain: 

Kesederhanaan pegawai dalam memberikan pelayanan dalam melaksanakan tugas 

tercipta nya suasana hubungan kerja harmonis sedangkan faktor penghambat 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik antara lain :  

Perlu  ditambahkan alat-alat baru seperti printer baru yang lebih canggih, dan 

Gedung baru guna untuk memberikan ruangan yang bagus dan yang membut 

masyarakat merasa tertarik, dan perlu merencanakan system pelayanan online 

pada jenis pelayanan agar kualitas pelayanan lebih maksimal, dan mampu 

membuat masyarakat puas akan pelayanan yang telah diberikan Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. 
 

Kata kunci : Kepuasan masyarakat, pelayanan publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang telah mengamandemenkan, mengamanatkan bahwa tujuan 

utama didirikan Negara Republik Indonesia ialah untuk memajukan 

kesejahteraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini mengandung 

makna bahwa suatu negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga 

negaranya melalui sistem pemerintahan agar terciptanya penyelenggaraan 

pelayanan publik baik serta yang sangat berkualitas dalam memenuhi setiap 

kebutuhan dasar warga negara dalam pelayanan publik. 

Di dalam memasuki era pengembangan pelayanan, penyedia jasa 

pelayanan publik (public service provider) terus mengupayakan perbaikan 

terhadap pelayanan. Di Indonesia, pihak yang berperan sebagai public service 

provider, adalah pemerintah. Pemerintah juga memiliki fungsi memberikan 

berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari 

pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan suatu masyarakat (Siagian, 2001). 

Pelayanan publik untuk zaman sekarang sudah menjadi salah satu 

bagian yang sangat penting dalam mendapat kepercayaan lebih dari 

masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan publik 

oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan 

sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Hal ini di 
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tandai dengan masih adanya keluhan dari masyarakat, maka pemerintah perlu 

terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan publik 

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Untuk membangun kepercayaan masyarakat atau pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 

Dalam rangka perbaikan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan 

proses evaluasi terhadap instansi-instansi, yang mendapat banyak keluhan dari 

masyarakat. Berbagai keluhan masyarakat secara nasional telah ditampung 

dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman 

Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara.  

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun secara tidak 

langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan adalah 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain dan segala bentuk kegiatan 
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pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 

sangat luas. Dalam Kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi 

memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari 

pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun dalam bentuk pelayanan-

pelayanan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, barang jasa, dan lainnya. 

Masalah terbesar yang dihadapi oleh negara saat ini adalah masalah 

ekonomi dan perlu diatasi dalam hal ini pekerjaan rumah yang masih akan 

dihadapi Indonesia itu diungkapkan oleh sejumlah pengamat ekonomi apalagi 

tahun ini akan sangat berbeda dan berat dalam memperbaiki ekonomi yang 

mana adanya pandemi virus covid-19 ini.  

Masalah sosial yang dihadapi sekarang adalah masalah kemiskinan. 

Kemiskinan menjadi masalah yang terus muncul dan belum bisa diselesaikan, 

padahal Indonesia diprediksi sebagai negara yang bakal menjadi negara maju 

pada tahun 2045. Artinya Indonesia harus bisa mengurangi tingkat kemiskinan 

yang saat ini masih tinggi. Indonesia adalah negara besar dengan potensi 

ekonomi yang berlimpah, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara lima 

besar dunia dibutuhkan sinergi semua pihak. 

Masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh negara adalah masalah 

pengangguran, karena pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari 

beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya adalah tingkat 
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pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat dari kondisi 

suatu negara apakah perekonomiannya bermasalah atau tidak. Permasalahan 

pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu 

yang sangat penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-

indikator antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat 

inflasi, serta besaran upah yang berlaku.  

Permasalahan utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia 

memiliki masalah upah yang rendah dan secara tidak langsung berpengaruh 

pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut di sebabkan karena 

pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan 

pertumbuhan lapangan kerja yang disediakan setiap tahunnya. Dan pemerintah 

harus bergerak cepat dalam penyelesaian mengenai pengangguran ini dan 

pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja yang banyak, agar dapat 

mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. 

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus bertanggung jawab 

dan terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Rendahnya mutu pelayan publik yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah menjadi citra buruk ditengah masyarakat terhadap suatu 

pelayanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat 

penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan 

analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu 

negara atau suatu daerah. 

Data dari Badan Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka 

pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka 
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pengangguran tersebut, naik dibandingkan dengan Agustus 2018 sebesar 7 

juta orang atau turun secara presentase sebesar 5,34% menjadi 5,28%. Adapun 

pada Februari 2019 angka pengangguran mencapai 5,01% atau 6,82 juta 

orang. Kepala BPS menjelaskan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 

dibanding dengan periode yang tahun lalu 19,78%. Adapun tingkat partisipasi 

kerja naik dari 66,67% pada Agustus 2018 menjadi 67,49%. 

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 

2019 untuk lulusan SMK mencapai 10,42%, dibandingkan Agustus 2018 

sebesar 11,24% disusul oleh lulusan SMA sebesar 7,92% yang turun 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,95%. Lulusan diploma 

dan Universitas masing-masing sebesar 5,99% dan 5,67% turun dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu, 5,89% dan 6,02%. 

Pengangguran yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dengan 

81.290 orang. Jumlah ini membaik dibanding posisi Februari 2018. Dalam 

setahun terakhir, jumlah pengangguran berkurang 1.917 orang, sejalan dengan 

TPT yang turun menjadi 3,27% pada februari 2019. Jika dilihat kondisi 

pendidikan mayoritas penduduk yang bekerja di Nusa Tenggara Barat adalah 

lulusan SD dan SMP, maka sisi kualitas pekerja pemerintah masih punya 

banyak pekerjaan rumah (PR), karena masih didominasi TPT SD kebawah 

paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,56%, 

Tenaga kerja tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan 

Universitas. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima 

pekerjaan apa saja tanpa harus memilih, terpenting bekerja dari mendapatkan 
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upah dan itu didominasi pendidikan SD. Jadi tingkat pengangguran masih 

cukup banyak, berharap pemerintah segera turun tangan dalam menghadapi 

masalah ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Dalam 

Pelayanan Publik Di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau 

Lombok (BPKK3PL)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum dan ruang lingkup di Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok (BPKK3PL) ? 

2. Apa yang menjadi variabel yang mempengaruhi dalam pelayanan publik di 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok kepada 

masyarakat ? 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dan ruang lingkup 

yang ada di Balai Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok. 

2. Untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi dalam pelayanan 

publik di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat ada tiga yaitu manfaat akademis, teoritis, dan manfaat 

secara praktis : 

1) Manfaat Secara Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data penyusunan 

skripsi, sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi 

Program Sarjana Strata Satu (S1), Administrasi Publik pada Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. 

2) Manfaat Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk 

memperkaya khasanah ilmu Administrasi Publik dan referensi serta 

bahan evaluasi penerapan pelayanan yang berkualitas terkait dengan 

pelayanan publik kepada masyarakat. 

3) Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini agar menjadi bahan 

masukan bagi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok (BPKK3PL) dan instansi terkait lainnya untuk 
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memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pada kepuasan masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

E. Tugas dan fungsi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau biasa disebut dengan 

Disnakertrans Prov. NTB dibentuk berdasarkan peraturan Gubenur Nusa 

Tenggara Barat Nomor 21 tahun 2008 yang sebelumnya terdiri dari dua Dinas 

yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 

Tahun 2016 ialah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provisi 

dan ditindaklanjuti dengan surat keputusan Gubenur NTB Nomor 50 Tahun 

2016 tentang kedudukan susunan organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peraturan  

Gubenur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah tata kerja urut pelaksana Tekrus 

dinas pada dinas-dinas daerah dan urut pelaksana tekrus badan pada  badan-

badan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tugas membantu Gubenur 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut. Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi meliputi:  

9 
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1. Perumusan kebijakan Tekrus Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian,  

2. Perencanaan program dan kegiatan Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian. 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 

4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 

ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Gubenur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, fungsi-

fungsi tersebut mengambarkan aspek pembangunan yang ditangani oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.  

F. Tugas Pokok Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau Lombok 

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitas, 

pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan 

ketenagakerjaan.  

Fungsi : 

1. Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian pelaksaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta 

pemberdayaan pengawasan dan penegak hukum 

2. Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi dan pengawasan, 

pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan. 

3. Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegak hukum 

ketenagakerjaan. 
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4. Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pegawasan norma kerja 

dan norma K3. 

5. Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan 

K3. 

Struktur Organisasi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang-bidang Kerja 

1. BPKK3PL dikepalai oleh seorang Kepala yang memimpin dan 

mengendalikan serta mengkoordinasi kegiatan bahan kebijakan teknis 

rencana program dan kegiatan serta fasilitas dan juga monutorium, 

koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelapor pata Balai Pengawas 

Ketenagakeerjaan Pulau Lombok dan dengan rincian tugas  dalam 

menyusun rencana program kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas 

RPJMD renstar agar menghasilkan dokumen kerja tahunan RKA dan DPA 

KEPALA 

JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAWAS 

KETENAGAKERJAAN 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI NORMA 

KERJA 

SEKSI KESELAMATAN 

DAN KESEHATAN KERJA 
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dalam memberikan fungsi perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi 

pengawasan,pemeriksaan dan pengujian Norma kerja dan K3 diperusahaan 

serta pengujian dan pelatihan K3 

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA Yang dimana memiliki rincian 

tugas dalam menyiapkan bahan penyususnan kebijakan teknis, urusan 

perencanaan operasional, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, 

administrasi umum, monitoring dan evaluasi, pembinaan administrasi 

ruang lingkup UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau 

Lombok serta menyiapkan bahan penyusunan operasional dan bahan 

perencanaan lainnya  

3. KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN, 

yang melakukan pembinaan norma umum dan norma khusus serta 

pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawasan ketenagakerjaan dan 

merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan 

penegakan hukum dan merumuskan pelaksanaan pengawasan norma 

ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan, upaya, perlindungan tenaga 

kerja anak dan perempuan, tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran 

tenaga kerja pengawasan waktu kerjadan waktu istrahat 

4. KEPALA SEKSI PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA (K3), yang menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan teknis, penyusunan rencana program dan kegiatan, anggaran, 

pemasaran, pengkajian, koordinasi, monitorin, evaluasi dan pelaporan 
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kegiatan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja serta menyiapkan bahan 

penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan keselamatan 

kerja, dan lingkungan kerja berupa program kegiatan. 

Pelatihan di Balai Pengawasan ketenagakerjaan Dan K3 Pulau Lombok 

melakukan pelatihan atau pemecahan masalah menggelar kegiatan Monitoring 

dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja Di Wilayah Nusa Tenggara 

Barat untuk mendorong peningkatan jumlah kepersertaan, kegiatan ini 

diharapkan pekerja termaksud Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja 

di pemerintahan agar bisa segera mendapat perlindungan. Jadi seiring 

berjalannya waktu, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau 

Lombok (BPKK3PL) diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan yang baik 

bagi masyarakat dan mampu lebih baik dalam memberikan kualitas pelayanan 

agar masyarakat puas dalam pelayananya. Kepuasan masyarakat merupakan 

faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyediaan publik, karena 

kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik dan kepuasan pelanggan atau kepuasan 

konsumen, hal ini hanya dibedakan pada siapa penyedia dan apa motif 

diberikan pelayanan tersebut. 

G. Landasan Teori 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan, sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

setiap organisasi yang sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah 
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ditetapkan. Selanjutnya Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

publik adalah segalanya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan 

oleh publik (Masyarakat). Tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam 

hal ini pemerintah birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

(Moenir, 1992) membagi pelayanan secara umum menjadi dua jenis 

utama, yaitu : 

a. Layanan fisik, yang sifatnya pribadi sebagai manusia 

b. Layanan administrasi, yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi. 

Pelayanan Publik pada dasarnya tidak bisa terlepas dari masyarakat, 

masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang atau manusia selalu 

membutuhkan pelayanan disetiap saat, meskipun pelayanan publik tidak 

bisa terlepas pada administrasi yang diatur oleh negara. Pelayanan publik 

ialah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh 

penyelenggara pelayanan publik maupun pelaksana publik sebagai upaya 
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pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Manajemen baru administrasi publik, membuat batas-batas antara 

instansi pemerintah, swasta, dan sektor-sektor non profit yang semakin 

kabur, sehingga pelayanan publik memiliki makna yang lebih luas. 

Dengan beragamnya sektor penyedia pelayanan publik, mobilitas dan 

perubahan pada penyedia jasa/kerja menimbulkan perubahan besar 

didalam pelayanan publik. 

2. Jenis Pelayanan Publik  

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan yaitu : 

1) Pelayanan Administrasif ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen yang resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 

status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasa terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen 

tersebut antara lain adalah kartu tanda penduduk (KTP), Akte 

kematian, Akte kelahiran, surat ijin mengemudi (SIM), dan lain 

sebagainya. 

2)  Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk atau 

jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

Penyedia tenaga listrik, Air bersih, dan sebagainya. 
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3)  Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemelihara 

kesehatan, penyelenggara transportasi, pos, dan lain sebagainya. 

Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud 

disini ialah pemerintah. Jadi pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai 

suatu proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan yang di inginkan  

masyarakat oleh pegawai pemerintah khususnya instansi yang bertanggung 

jawab terhadap pelayanan masyarakat 

Menurut Widodo (2001), sebagai perwujudan dari apa yang harus 

diperhatikandan dilakukan oleh pelayanan publik agar kualitas layanan 

menjadi baik, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya : 

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan 

2. Mendapat pelayanan yang wajar 

3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih 

4. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan. 

Hakikat kualitas pelayanan publik menurut Kepmen PAN no. 63 

tahun 2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang 

berdasrkan pada : 

a. Transparasi, atau memiliki sifat keterbukaan  

b. Akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan  

c. Kondisional, atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip 

efisiensi dan efektifitas. 

d. Partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat 
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e. Kesamaan hak, atau tidak diskriminatif 

f. Keseimbangan hak dan tanggung jawab, antara pihak pemberi layanan 

dan pihak penerima layanan. 

Pada umumnya masyarakat menginginkan suatu pelayanan yang 

baik karena pada hal ini sangat penting dalam meningkatkan dan menjaga 

suatu kualitas pelayanan agar dimata masyarakat memiliki nilai terbaik 

pada suatu pelayanannya dan masyarakat merasa puas akan suatu 

pelayanan nya. 

Hakikatnya pemerintah harus menyediakan pelayanan publik yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan kesejahteraan 

masyarakatnya, dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat 

tergantung paada suatu pelayanan yang di laksanakan oleh pemerintah. 

Pelayanan Publik pada dasarnya tidak bisa terlepas dari masyarakat, 

masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang atau manusia selalu 

membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas 

pada administrasi yang diatur oleh negara. Pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik maupun pelaksana publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Manajemen baru administrasi publik, membuat batas-batas antara 

instansi pemerintah, swasta, dan sektor-sektor non profit yang semakin 

kabur, sehingga pelayanan publik memiliki makna yang lebih luas. 
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Dengan beragamnya sektor penyedia pelayanan publik, mobilitas dan 

perubahan pada penyedia jasa/kerja menimbulkan perubahan besar 

didalam pelayanan publik. 

3. Kriteria Indikator Pelayanan Yang Baik 

Menurut Supriyono (2003), pelayan publik yang berkualitas 

memiliki beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut : 

a. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi provesi 

harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat. 

b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh 

setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas. 

c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberikan 

perlakuan terhadap individu atau kelompok orang dalam keadaan yang 

sama. 

d. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila terlihat dari 

teknis, cara, kualitas, kemudahan kenyamanan, dan dapat diandalkan 

oleh orang lain. 

e. Ekonomis dan efisien, artinya sudut pandang pengguna pelayanan dapat 

dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat. 

f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan 

masyarakat. 

Tanpa adanya prosedur yang jelas tentang pelayanan publik maka 

akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang tidak efektif dan efisien dan 
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jauh yang diharapkan oleh masyarakat, Dalam keadaan ini, akan timbul 

kesenjagan harapan yang tinggi (Mahmudi, 2007). 

Mahmudi (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

standar prosedur pelayanan publik: 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan hendaknya mudah dipahami dan tidak berbelit-

berbelit  

b. Kejelasan  

Kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini penting bagi 

masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang 

merugikan masyarakat. 

c. Kepastian waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Akurasi Produk 

Produk pelayanan yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan sah. 

e. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung 

lainnya yang memadai termaksud teknologi informasi 

f. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepatian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada 

masyarakat dalam pelayanan. 
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g. Kemudahan Akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

h. Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

serta  yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung. 

Dalam standar prosedur pelayanan publik berguna untuk 

memberikan arah tindak untuk penyedia pelayanan publik. Dan 

sdiharapkan dapat merasakan kepuasan dalam proses pelaksanaanya. 

Pengaruh prosedur pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mampu 

berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil ini 

menunjukan dengan pelayanan yang baik dan mampu untuk meningkatkan 

kepuasan dari masyarakat yang yang menyangkut tentang pelayanan atau 

tata cara prosedur yang ada didalam proses yang menyangkut tentang 

fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan. Pelayanan ini lebih 

mengedepankan prosedur yang tidak berbelit-belit serta membuat 

masyarakat akan lebih mudah dalam pengurusan. 

4. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan ialah salah satu unsur penting dalam dalam 

organisasi jasa. Kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk mengukur kinerja sedangkan bagi organisasi yang 

menghasilkan barang, pengukuran kinerja dapat diukur dengan mengukur 

kualitas dari barang maupun jasa.  
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Kualitas pelayan merupakan komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam pelayanan publik, istilah kualitas pelayanan publik 

tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas pelayanan. 

Menurut Ibrahim (2008) kualitas pelayanan publik merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan dengan saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik. 

5. Survei Kepuasan Masyarakat  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017  Tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Survei 

Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara pelayanan publik. 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat yaitu : 

1. Persyaratan  

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. 

2. Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termaksud pengaduan. 

3. Waktu Pelayanan 
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Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan  

4. Biaya/Tarif  

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatanantara 

penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksanaan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana  

Perilaku pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan  

8. Maklumat Pelayanan  

Maklumat pelayananadalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 
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Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada 

publik termaksud metode survei. Penyampaian hasil survei kepuasan 

masyarakat dapat dilihat melalui media massa, website dan media sosial. 

6. Kutipan Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang pelayanan 

publik terhadap kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2006) dengan hasil 

penelitian Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Masyarakat Pada Kantor UPT Kota Surakarta. Hal ini penelitian 

menemukan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi binary logistic 

diperoleh bahwa variabel independen yang terdiri dari tangbles, 

realibity, responsiveness, assurance, dan empathy beragosiasi positif 

dan signifikan. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas 

mengenai kepuasan masyarakat dan perbedaan nya adalah penelitian 

terdahulu membahas mengenai variabel bebas mulai dari proses serta 

pelayanan. 

b. Penelitian yang di lakukan oleh Anggoro (2002) dengan hasil penelitian 

mengenai Kinerja Pegawai UPT Pemerintah Kota Semarang, hal ini 

penelitian mengemukakan hasil penelitian nya mengenai kinerja 

pegawai sebagaian besar masih rendah (53,3%) dan kemampuan 
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pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja serta dukungan dinas 

berpengaruh positif terhadap kinerja dan koordinasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas 

mengenai kepuasan masyarakat serta membahas juga mengenai 

pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Sedangkan 

perbedaan nya adalah dalam penelitian saat ini tidak membahas 

mengenai kinerja pegawai atau tidak menilai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Suryanto (2013), dengan 

judul Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Kantor Kecamatan 

di Surakarta. Hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana layanan 

indeks kepuasan pelayanan  masyarakat dan untuk memperoleh IKM 

dengan analisis yang digunakan dalam dalam menghitung tingkat 

kepuasan masyarakat pada pelayanan. 

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas 

mengenai kepuasan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian saat ini 

adalah tidak membahas mengenai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 
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H. Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertolak dari landasan teori diatas, dibangun suatu kerangka berpikir 

yang menjadi suatu acuan untuk meneliti karena dalam landasan teori diatas 

diduga ada pengaruh positif antara Pelayanan publik dengan jenis pelayanan 

publik, faktor yang mempengaruhi pelayanan publik, serta indikator dalam 

pelayanan publik, serta kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, dan 

 

Pelayanan Publik 

Jenis Pelayanan 

1. Pelayanan 

Administratif 

2. Pelayanan 

Barang 

3. Pelayanan jasa 

Variabel Yang 

Mempengaruhi : 

1. Kesederhanaan 

2. Kejelasan 

3. Kepastian waktu 

4. Akurasi Produk 

5. Kelengkapan sarana 

6. Keamanan  

7. Kenyamanan 

8. Kemudahan Akses 

Ruang LingkupSurvey 

Kepuasan Masyarakat 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya Tarif 

5. Produk Spesifikasi 

6. Kompetesi Pelaksanan 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan pengaduan 

Kepuasan Masyarakat 

dan kesejahteraan 

masyarakat dalam 

pelayanan publik 



26 

 

 

 

kesopanan pegawai dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karena pada 

dasarnya dalam pelayanan publik harus mengutamakan kepuasan masyarakat 

serta pelayanan publik merupakan bagian integral dari mekanisme sistem yang 

menjadi perhatian kita bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggara 

dan penerimaan layanan. Maka luasnya lingkup lingkup pelayanan dan jasa-

jasa publik yang dikelola pemerintah meliputi segenap aspek kehidupan 

masyarakat, hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik.ketika 

berbicara pelayanan, sebenarnya masyarakat sudah memerlukan pelayanan 

publik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Sugiono dalam Kurniawan (2018: 1) Penelitian 

metode campuran (mixed methods) merupakan pendekatan penelitian yang 

mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif.  

Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan penggabungan kedua pendekatan 

tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan penelitian ini lebih kompleks tidak 

sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, dari pada melibatkan 

fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode campuran berbeda dengan 

penggunaan banyak metode. Pengertian pertama mencakup penggunaan 

beberapa metode dalam konteks penelitian yang menggunakan pendekatan 

berbeda yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan pengertian yang kedua 

menggunakan metode dalam konteks penelitian yang menggunakan 

pendekatan yang sama, yaitu kuantitatif atau kualitatif.  

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan metode campuran ialah 

menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang 

berbeda yaitu pendekatan kualitatif atau kuantitatif (dapat sebaliknya). 

Penggunaan dalam penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang sedang 
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dilaksanakan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan 

sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian. 

Konsekuensinya, dengan penggunaan metode campuran temuan penelitian 

akan lebih baik, lengkap dan komprehensif. 

Metode survey deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

pengumpulan data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner. Dan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok terletak di 

JL. Majapahit, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara 

Barat. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian 

adalah di Kantor Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau Lombok 

waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 sampai 

data terpenuhi. 

C. Pemilihan Informan/Responden 

Dalam penelitian ini, tehnik sampling yang sering digunakan adalah 

purposive sampling, dan snowball samping. Dalam penelitian ini 

menggunakan tehnik penelitian purposive sampling, adalah tehnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
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Dalam hal ini peneliti akan memilih pihak yang akan di jadikan sebagai 

informan yaitu: 

1. Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok 

2. Kepala Sub Tata Usaha 

3. Pegawai Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok 

4. Masyarakat 

Dan disini juga menggunakan metode pemilihan Survei dalam 

pemilihan informan atau narasumber ini juga saya mewawancarai beberapa 

masyarakat yang telah melakukan kegiatan dikantor Balai Pengawasan Dan 

Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau Lombok guna untuk mendapatkan beberapa 

tanggapan mengenai kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang telah 

dilakukan dikantor tersebut. 

D. Sumber Dan Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan 

mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu 

data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar pada obyek Menurut 

Penelitian kualitatif dalam Arikunto (2010:22) agar penelitian yang dapat 

harus dapat betul-brtul berkualitas, data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan sumber data yaitu : 
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1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang berasal dari data utama. Data primer 

yang diambil langsung dari Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 

Pulau Lombok menjadi objek penelitian yaitu dengan tehnik wawancara 

(Interview) Kepada pihak Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 

Pulau Lombok terkait data-data yang dibutuhkan penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi dan 

mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan 

majalah, jurnal penelitian, literatur yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam tehnik 

pengumpulan data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya , yaitu : 

1. Tehnik Pengumpulan Data Primer 

Tehnik Pengumpulan Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui 

kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari informasi 

yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tehnik ini 

dilakukan melalui : 

a. Tehnik Interview (Wawancara) 

Yaitu pedoman tehnik penulisan karya ilmiah dengan cara 

wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lengkap dan 
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mendalam dari sumber informan atau pihak yang berhubungan dengan 

penelitian, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Pewawancara adalah orang yang menggunkan metode wawancara 

sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara 

tersebut. 

b. Tehnik Observasi 

Adalah pedoman tehnik penulisan karya ilmiah dengan cara 

mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian 

mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengakpi 

data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Untuk melengakpi data-data yang diperlukan 

sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati variabel komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi. 

c. Tehnik Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat mendukung data 

primer. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

instrument sebagai berikut: Pedoman dokumentasi merupakan alat 

pengumpulan data melalui dokumen-dokumen untuk memperoleh 

catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi peneliti atau sumber-

sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. 

      Indentifikasi Variabel Penelitian: 
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1. Variabel independen (x) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pelayanan publik. 

a. Independen 1 (X1) : Kesederhanaan dengan indikator prosedur 

pelayanan yang mudah misalnya dalam mengurus surat atau 

berkas di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok itu hendaknya mudah dipahami oleh masyarakat dan 

tidak berbelit-belit 

b. Independen 2 (X2): Kejelasan dengan indikator kejelasan dalam 

hal teknis dan administratif misalnya, kejelasan informasi untuk 

menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan 

masyarakat. 

c. Independen 3 (X3): Kepastian waktu dengan indikator 

memberikan kejelasan waktu, misalnya kejelasan waktu dalam 

hal memnerikan waktu yang pasti dalam hal pembuatan formulir 

wajib lapor di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok. 

d. Independen 4 (X4): Akurasi Produk dengan indikator Produk 

pelayanan yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan sah 

misalnya dalam hal, menyampaikan berkas yang benar dan tidak 

mengada-ada dan menunjukan berkas formulir yang sah dan 

benar.  

e. Independen 5 (X5): Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan 

indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja serta peralatan 
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yang mendukung misalnya  seperti alat-alat untuk mencetak 

formulir serta selalu ketersediaan stempel di Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. 

f. Independen 6 (X6): Keamanan dengan indikator memberikan 

rasa aman dan kepastian hukum karena tidak boleh terjadi 

intimidasi serta tekanan kepada masyarakat misalnya, tidak 

saling beradu mulut hindari pertengkaran saat melakukan 

pelayanan di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok 

g. Independen 7 (X7) : Kemudahan Akses dengan indikator tempat 

dan lokasinya mudah dijangkau dan memadai, misalnya tempat 

dimana masyarakat ingin melakukan pelayanan mudah 

dijangkau dan tidak jauh dari perkotaan serta jalan akses nya 

mudah untuk mencapai tempat dan tujuan. 

h. Independen 8 (X8): Kenyamanan dengan indikator ruang 

lingkup yang di jangkau oleh masyarakat ruangan nya dalam 

keadaan bersih, rapih dan tidak kotor agar memberikan 

kenyamanan jika ingin melakukan proses pelayanan publik di 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. 

2. Variabel Dependen (Y): Kepuasan masyarakat, dengan skala 

penilaian: 

a. Sangat Puas 

b. Puas 

c. Cukup Puas 



34 

 

 

 

d. Kurang Puas 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini ialah teknik analisis data 

kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi partisipan 

dianalisis secara kualitatif, artinya informasi dari para responden dan informan 

selanjutnya diolah dan kemudian dipresentasikan menurut variabel yang 

diteliti. Menurut Moleong (2006:247), teknik analisis kualitatif dilakukan 

dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

terkumpul, menyusunnya dalam satu satuan yang kemudian dikategorikan 

pada tahap berikutnya dan memeriksa  keabsahan dan serta menafsirkannya  

dengan analisis  dengan  kemampuan  daya  nalar  peneliti  untuk  membuat  

kesimpulan penelitian. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis 

data, dan disini saya menggunakan  

2. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-

hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola 

hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan. 

3. Penyajian Data 

Penjayian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

berguna untuk memudahkan peneliti untuk memahami gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan Tindakan  

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data berikutnnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Keabsahan Data 

Pada Keabsahan data ini peneliti menggunakan uji keabsahan data 

dengan menggunakan Credibility dan dilakukan untuk membuktikan apakah 

penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi, credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability (Sugiyono, 2007: 270). 

1. Credibilty 

Uji Credibilty (Kredibilitas) atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh penelitian yang dilakukan tidak meragukan 

sebagai karya ilmiah dilakukan. 

2. Transferability 
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Transferability merupakan validitas eksternal menunjukan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana 

sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). 

3. Dependability 

Pengujian Dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan 

masalah terjun lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis 

data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil 

pengamatan. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualititatif  disebut  juga  dengan  uji 

confirmability  penelitian. Penelitian bisa dikatakan  objektif  apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standart confirmability. 

 

 

 


